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Pada saat ini seringkali kita menemui atau mendengar kasus-kasus tentang
pengguguran kandungan atau Aborsi, baik dari media sosial, televisi, radio, dan
sebagainya. Aborsi merupakan fenomenal sosial yang semakin hari semakin
memprihatinkan, keprihatinan itu bukan tanpa alasan,karena sejauh ini prilaku
pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku
maupun pada masyarakat luas. Pada tahun 2019 terjadi perdebatan tentang
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang tidak selaras
dengan hukum positif indonesia, permasalahannya adalah bagaimanakah
perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ,
dan bagaimanakah kebijkana kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam hukum
positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Yuridis normatif adalah pendekatan masalah berdasarkan norma-norma hukum
serta berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi menurut
hukum positif di Indonesia dan Rncangan Kitab Hukum Pidana Indonesia. Yuridis
empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana
aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengaturan menurut Kitab Undang-
undnag hukum pidana itu sendiri terdapat dalam beberapa pasal yaitu, Pasal 299,
Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan didalam Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia terdapat beberapa pasal yaitu, Pasal
251, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, peraturan yang ada didalam KUHP dan R-
KUHP yang didalamnya tidak jauh berbeda namun seharusnya Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana ini diharapkan sesuai dengan Undang-undang
yang ada yaitu undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang
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didalamnya ada pengecualian tentang aborsi yaitu untuk seorang ibu yang
mengalami indikasi medis yang mengharuskannya melakukan aborsi demi
keselamatan nyawanya, dan untuk korban pemerkosaan karena ditakutkan apabila
korban tersebut hamil dan melairkan akan menggangu mental korban tersebut dan
anaknya kelak, karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari seorang
ibu. Sanksi pidana aborsi ada dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yaitu
pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda satu milyar rupiah. Dalam KUHP
Pasal 346 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam R-KUHP pidana
penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda (Rp.200 juta).

Peneliti memberikan saran khususnya untuk pasal-pasal tentang aborsi sehrusnya
lebih diperhatikan lagi, apakah pasal-pasal tersebut sudah tepat untuk diterapkan
didalam Masyarakat dan perlu adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum
yakni pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan tokoh Masyarakat untuk
menindaklanjuti kasus aborsi ini dan memberlakukakn hukum Islam bagi umat
muslim dengan tidak membuat perpecahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah
perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi para wanita akan
bahaya nya melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
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